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Penulis menyatakan bahwa Tesis yang berjudul : “Wewenang Direktorat 
Nasional Pendaftaran Tanah Dan Bangunan di Timor-Leste (Direcçao 
Nacional de Terras, Propriedades E Serviços Cadastrais) Dalam Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum” adalah hasil 
karya dari penulis, di susun tanpa mengambil hasil penelitian dari peneliti lain, 
semua sumber atau bahan rujukan yang di pergunakan dalam Tesis ini telah saya 
nyatakan dengan benar, apabila terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi 
dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik 
atau sanksi hukum yang berlaku. 
Dengan demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya 
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Tesis yang berjudul : WEWENANG DIREKTORAT NASIONAL 
PENDAFTARAN TANAH DAN BANGUNAN DI TIMOR-LESTE 
(DIRECÇAO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADES E SERVIÇOS 
CADASTRAIS) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH 
UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM” dengan rumusan masalah 
Apakah Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan 
(Direcçao Nacional De Terras, Propriedades E Serviços Cadastrais) dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah telah mewujudkan kepastian hukum. Tujuan 
Penelitian adalah Untuk mengkaji dan mengetahui Wewenang Direktorat 
Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan (Direcçao Nacional de Terras, 
Propriedades E Serviços Cadastrais) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
untuk mewujudkan kepastian hukum dan perbandingan kewenangan kelembagaan 
Pertanahan di Indonesia dengan Kewenangan Direktorat Nasional Pendaftaran 
Tanah dan Bangunan di Timor-Leste.  Jenis penelitian adalah Penilitian hukum 
normatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang difokuskan pada norma hukum 
positif berupa Peraturan perundang-undangan, untuk menemukan kebenaran 
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 
Hasil penelitian berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang telah di 
buat oleh pemeritah sebanyak 4 yang mengatur tentang Kewenangan Direktorat 
Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan serta Rancangan Undang-Undang 
yang sudah di sahkan oleh Parlamen Nasional Timor-Leste namun masih di Veto 
oleh Presiden, untuk di Revisi kembali sebagai aturan hukum yang bersumber dari  
Pasal 54 dan Pasal 141 Constitucao Republica Democratica de Timor-Leste. 
Berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Undang-
undang yang mengatur tentang Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah 
dan Bangunan  dalam pendaftaran tanah  di Timor-Leste sehingga dapat di lihat 
bahwa kewenangan Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah telah mewujudkan kepastian hukum namun dalam 
hal pendistribusian sertifikat belum menjamin kepastian hukum di karenakan 
belum disahkannya Rancangan Undang-Undang oleh Presiden  sehingga  perlu di 
revisi kembali oleh Parlamen Nasional agar bisa menjadi hukum positif tentang  
hak Kepemilikan atas tanah  dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap hak 
kepemilikan. 
 
Kata-kata kunci : Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan, 









The thesis entitled: THE AUTHORITY OF NATIONAL DIRECTORATE 
OF LAND, PROPERTY AND CADASTRAL SERVICES IN TIMOR-LESTE 
(DIRECÇAO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADES E SERVIÇOS 
CADASTRAIS) IN IMPLEMENTATION OF LAND REGISTRATION TO 
REALIZE THE LEGAL CERTAINTY with the formulation of the problem: 
whether the authority of  National Directorate of Land, Property and Cadastral 
Services (Direcçao Nacional de Terras, Propriedades E Servicos Cadastrais) in the 
implementation of land registration has created the legal certainty. The study 
objective is to assess and determine the Authority of National Directorate of Land, 
Property and Cadastral Services (Direcçao Nacional de Terras, Propriedades E 
Servicos Cadastrais) in the implementation of the Land Registry to create legal 
certainty and the comparison between institutional authority of Land in Indonesia 
and the authority of National Directorate of Land, Property and Cadastral Services 
in Timor -Leste. The type of research is normative law study which is a scientific 
research focused on the norms of positive law in the form of legislation, to find 
the truth based on the scientific logics of law in terms of its normative.   
The result based on the legislations that have been made by the 
government, there are 4 rules (legislations) which regulate the Authority of 
National Directorate of Land, Property and Cadastral Services and the draft bill 
that has been validated by the National Parliament of Timor-Leste, but it’s still in 
veto by the President, to be revised as the rule of law sourced from article 54 and 
article 141 in Constitucao Republica Democratica de Timor-Leste. 
Based on the legislation and draft bill that regulate the authority and the 
National Directorate of Land, Property and Cadastral Services in land registration 
in Timor-Leste, it can be seen that the authority of the National Directorate of 
Land, Property and Cadastral Services in the implementation of land registration 
has created the legal certainty yet in terms of certificate distribution does not 
guarantee the legal certainty because the draft bill (legislation) hasn’t been ratified 
by the President which means that it needs to be revised again by the National 
Parliament in order to be a positive legal rights of land ownership in creating legal 
certainty to the property rights. 
 
Key words: National Directorate of Land, Property and Cadastral Services,          
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